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ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,
BELANJA PEGAWAIL DAN BELANJA MODAL TERHADAP
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

The objective of this study is to determine the effect of local own-source revenue,
revenue sharing funds, employee expenditure, and capital expenditure towards
regional fiscal independence. This research uses secondary data from local
governments in East Java Province over a five-year period from 2019 to 2023.
The sample is selected using a non-probability sampling method with purposive
sampling technique resulting in 39 local governments. The data is processed by
using Eviews 12 SV Lite. Outputs obtained from this study indicates that local
own-source revenue has no positive effect, balancing funds and employee
expenditure have no negative effect, and capital expenditure has a positive effect
on the regional fiscal independence.

Keywords: Regional Fiscal Independence, Local Own-Source Revenue, Revenue
Sharing Funds, Employee Expenditure, Capital Expenditure

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja pegawai, dan belanja modal
terhadap kemandirian keuangan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder dari pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur selama lima
tahun dari 2019 s.d. 2023. Sampel dipilih dengan menggunakan metode non-
probability sampling dengan teknik purposive sampling dan data yang diperoleh
berjumlah 39 pemerintah daerah. Data diolah dengan menggunakan Eviews 12
SV Lite. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pendapatan asli daerah
tidak berpengaruh positif, dana perimbangan dan belanja pegawai tidak
berpengaruh negatif, serta belanja modal berpengaruh positif terhadap
kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan, Belanja Pegawai, Belanja Modal
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Permasalahan
1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan
republik dengan Presiden sebagai kepala negara. Dalam sistem kesatuan tersebut,
wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah yang lebih kecil, yaitu
provinsi, yang kemudian terbagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Konstitusi
tertinggi negara, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945), menegaskan bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk
menyelenggarakan pemerintahan daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip
otonomi. Namun demikian, dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, tetap
diperlukan adanya koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan
pemerintah pusat guna mewujudkan tujuan nasional secara bersama.

Ketentuan mengenai otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang (UU)
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara tegas membagi
kewenangan penyelenggaraan pemerintahan menjadi tiga jenis, yaitu urusan
pemerintahan absolut, pemerintahan konkuren, dan pemerintahan umum.
Pemerintah pusat memegang penuh urusan pemerintahan absolut seperti politik
luar negeri, pertahanan, keamanan, dan moneter. Sementara itu, pemerintah
daerah memperoleh kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan
konkuren, yaitu urusan yang dapat dibagi antara pusat dan daerah berdasarkan
kriteria tertentu. Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan urusan konkuren
tersebut adalah dalam hal pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah, yang
dituangkan dalam instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
APBD bukan sekadar dokumen formal, tetapi juga mencerminkan kemampuan
fiskal dan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat

serta menjalankan program pembangunan daerah secara efektif.



Kekuatan struktur APBD menjadi salah satu indikator utama yang
menentukan  kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan urusan
pemerintahan sesuai dengan batas kewenangan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 27 ayat (1), struktur APBD
terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah. Pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah
(PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau daerah lainnya, dan
sumber pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, belanja daerah diklasifikasikan ke dalam belanja operasional,
belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Selisih antara nilai
pendapatan dan belanja daerah tersebut dalam APBD akan ditutup oleh
pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran yang perlu
dilakukan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Salah satu
ukuran penting dalam menilai efektivitas struktur APBD adalah kapasitas fiskal
daerah, yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber
penerimaan secara mandiri, terutama PAD, untuk membiayai program
pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat.
Kapasitas fiskal yang kuat menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam
konteks keuangan dan menjadi landasan penting dalam mewujudkan
desentralisasi yang berkualitas.

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu dari 38 daerah otonom tingkat satu
yang berlokasi di ujung timur Pulau Jawa. Sebagai provinsi yang menempati
peringkat pertama provinsi terluas di Pulau Jawa dengan luas 47.803,49 km?
(Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2021), pada tahun 2024, provinsi ini
merupakan salah satu provinsi dengan kapasitas APBD terbesar ketiga di
Indonesia (Idris, 2024). Hal itu menunjukkan bahwa pendapatan Provinsi Jawa
Timur merupakan salah satu pendapatan tertinggi di Indonesia. Kekuatan struktur
APBD ini dapat berdampak pada kemandirian keuangan daerah. Pemerintah
daerah yang mandiri ditunjukkan dengan kemampuannya memaksimalkan PAD
menjadi sumber pendapatan utama untuk membiayai belanjanya sehingga
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pemerintah daerah tersebut tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat
dan pemerintah daerah lainnya (Malau dan Parapat, 2020). Selain itu, dengan
pendapatan yang lebih besar, suatu daerah dapat memiliki ruang fiskal yang lebih
lebar untuk mengalokasikan belanjanya. Terlebih lagi, dengan PAD yang besar,
daerah cenderung dapat lebih mandiri secara finansial dan memiliki fleksibilitas
yang lebih besar dalam belanjanya tanpa harus mempertimbangkan biaya
kemudian atas pendapatan yang diperoleh dari pihak ketiga (Putri, Siboro, Safitri,
dan Aulia, 2024).

Malau dan Parapat (2020) menckankan bahwa kemandirian keuangan
daerah adalah kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber daya daerah
tersebut. Maksimalisasi dan optimalisasi tersebut bertujuan untuk dapat
mengurangi atau bahkan tidak bergantung pada pihak eksternal daerah, termasuk
pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Definisi tersebut sejalan dengan
definisi yang dikemukakan oleh Arpani dan Halmawati (2020). Maksimalisasi dan
optimalisasi penggalian potensi sumber daya daerah tersebut tercermin dalam
pendapatan asli daerah.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji bagaimana pengaruh
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, belanja pegawai, dan belanja
modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini merupakan
pengembangan dari studi sebelumnya oleh Malau dan Parapat (2020) yang
menemukan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian
keuangan daerah, sementara belanja modal justru menunjukkan pengaruh negatif.
Pengembangan dalam penelitian ini ditandai dengan penambahan variabel baru,
yaitu dana perimbangan, yang diambil dari hasil penelitian Arpani dan Halmawati
(2020). Dalam penelitiannya, Arpani dan Halmawati (2020) menemukan bahwa
dana perimbangan berkontribusi secara positif terhadap peningkatan kemandirian
fiskal daerah. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi satu variabel tambahan
lainnya, yaitu belanja pegawai, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Fitriyani
dan Suwarno (2021), yang menyimpulkan bahwa belanja pegawai memberikan

pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.



Berdasarkan permasalahan dan hasil temuan sebelumnya, peneliti terdorong untuk
melanjutkan dan memperluas penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA
PEGAWAI, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH”.

2. Identifikasi Masalah

Berpedoman pada latar belakang di atas, dapat diamati bahwa temuan
mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya konsisten. Sejumlah
studi yang di antaranya dilakukan oleh Arpani dan Halmawati (2020), Handayani
dan Erinos (2020), Machfud, Asnawi, dan Naz’aina (2020), Malau dan Parapat
(2020), Fitriyani dan Suwarno (2021), serta Bilqis dan Priyono (2023)
menunjukkan bahwa PAD menunjukkan pengaruh positif terhadap kemandirian
keuangan daerah. Sebaliknya, penelitian Kusmila (2023) tidak menemukan bukti
bahwa PAD meningkatkan kemandirian fiskal sehingga memunculkan perbedaan
hasil yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Pada variabel dana perimbangan, ketidaksepahaman serupa juga terjadi.
Arpani dan Halmawati (2020) melaporkan pengaruh positif, sedangkan Machfud
dkk. (2020) menemukan dampak negatif. Temuan lainnya, seperti yang
disampaikan Ginting, Hamzah, dan Sofilda (2019), menunjukkan bahwa dana
perimbangan tidak memiliki pengaruh yang bermakna. Hal sejalan dilaporkan
oleh Saraswati dan Nurharjanti (2021) serta Zahidah dan Dientri (2023) yang
sama-sama tidak menemukan bukti pengaruh negatif dana perimbangan terhadap
kemandirian keuangan daerah.

Variasi hasil penelitian juga tampak pada belanja pegawai dan belanja
modal. Wahyuni dan Ardini (2018) menyimpulkan bahwa belanja pegawai
berdampak negatif, tetapi Defitri (2020) serta Fitriyani dan Suwarno (2021) tidak
menemukan dampak negatif yang signifikan. Sementara itu, belanja modal
dilaporkan berdampak negatif oleh Defitri (2020), Malau dan Parapat (2020),
serta Fitriyani dan Suwarno (2021). Namun, Sulistyawati, Illyasa, Santoso,
Nugroho, dan Gusmao (2024) justru menemukan pengaruh positif. Penelitian lain

4



yang dilakukan oleh Wahyuni dan Ardini (2018), Handayani dan Erinos (2020),
Bilgis dan Priyono (2023), serta Kusmila (2023) menunjukkan hasil bahwa
belanja modal tidak menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan. Andriana
(2020) pun dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tidak dietemukan pengaruh
positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Inkonsistensi ini mempertegas
urgensi penelitian lanjutan guna memperoleh pemahaman yang lebih

komprehensif.

3. Batasan Masalah

Penelitian ini secara khusus difokuskan untuk menganalisis pengaruh
Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, belanja pegawai, dan belanja modal
terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Ruang lingkup penelitian dibatasi
pada 39 pemerintah daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan
periode pengamatan selama lima tahun, yaitu mulai dari tahun 2019 hingga tahun
2023. Batasan wilayah dan waktu ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang
lebih terfokus dan mendalam mengenai dinamika fiskal di tingkat daerah dalam
konteks implementasi otonomi daerah di provinsi dengan karakteristik ekonomi

dan administratif yang beragam tersebut.

4. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah di atas, penelitian ini memiliki rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap kemandirian
keuangan daerah?

2. Apakah dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan
daerah?

3. Apakah belanja pegawai memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan
daerah?

4. Apakah belanja modal memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan

daerah?



B. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris apakah pendapatan asli daerah memiliki
pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

2. Untuk memperoleh bukti empiris apakah dana perimbangan memiliki pengaruh
terhadap kemandirian keuangan daerah.

3. Untuk memperoleh bukti empiris apakah belanja pegawai memiliki pengaruh
terhadap kemandirian keuangan daerah.

4. Untuk memperoleh bukti empiris apakah belanja modal memiliki pengaruh

terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat
memberikan manfaat, seperti:
1. Bagi pengembangan ilmu.

Penelitian ini diharapkan penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan dalam bidang ekonomi publik, khususnya terkait dengan pengelolaan
keuangan daerah dan faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan
daerah, serta dapat dijadikan sebagai dasar referensi bagi penelitian-penelitian

selanjutnya.

2. Manfaat operasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi empiris
yang dapat membantu pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalisasi potensi
sumber daya daerahnya melalui pembentukan kebijakan fiskal daerah yang efektif

dan efisien.
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